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ABSTRAK


Selat Malaka yang terletak di perbatasan antara Indonesia, Malaysia  dan Singapura merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia. Sekitar seperempat perdagangan internasional yang menggunakan jalur laut melintasi selat ini. Seiring dengan kepadatannya, angka kriminalitas di selat ini juga sangat tinggi sebagaimana dilaporkan oleh organisasi-organisasi maritim dunia. Isu kriminalitas yang membayangi perairan ini antara lain meliputi isu perompakan, isu terorisme dan isu penyelundupan (smuggling) baik barang ilegal, senjata ilegal, narkotika, maupun imigran ilegal serta perdagangan manusia (human trafficking). Masalah keamaan Selat Malaka menuntut perhatian serius dari negara-negara pantai yang berdaulat serta keterlibatan organisasi dunia yang menangani masalah kemaritiman dan tindak kriminal, dalam hal ini IMO dan ICPO. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian mengenai peran IMO dan ICPO dalam penanganan tindak kriminal di Selat Malaka.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran serta keterlibatan IMO dan ICPO dalam penanganan tindak kriminal di Selat Malaka. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kerjasama yang dijalin antara IMO dan ICPO dalam pengamanan Selat Malaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang permasalahan kerjasama internasional dalam kaitannya dengan penanganan tindak kriminalitas di kawasan laut, khususnya di Selat Malaka.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskripsi dengan mengambil bentuk kualitatif. Melalui metode ini, peneliti menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kondisi kemanan Selat Malaka serta peran dan keterlibatan IMO dan ICPO dalam pengamanan wilayah perairan ini. Untuk itu, dilakukan pengumpulan data melalui telaah literatur dengan sumber berupa buku-buku, jurnal, makalah, artikel, laporan tahunan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Sebagai kesimpulan, diketahui bahwa peran IMO dan ICPO dalam penanganan tindak kriminal di Selat Malaka sejauh ini masih dalam bentuk peran yang umum. Tidak ada keterlibatan secara langsung atau secara fisik dari kedua organisasi ini. Peran yang ditunjukkan lebih pada upaya koordinasi kerjasama antara pihak-pihak yang berdaulat di Selat Malaka. Hal ini justru menguntungkan negara pantai di selat ini, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, karena kedaulatannya tidak terganggu. Namun, negara-negara tersebut perlu membuka diri terhadap bantuan fisik yang ditawarkan oleh kedua organisasi ini ataupun dari pihak-pihak lain mengingat keterbatasan sarana patroli yang dimiliki.
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